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* ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
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_ - TENTANG -
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
| . BUPATI KARANGANYAR, |

‘ Memmbang vv a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai |
I pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Inddriesia Tahun - 1945 adalah
pembangunan manusia Indonesm seutuhnya dan
| ' pembangunan seluruh masyarakat Indonesia; |
b bahwa perkembangan kependudukan perlu dxkelola
dengan terencana, baik kuantitas, kuahtas, maupun
'mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil gulna : |
dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat
juga‘ rriempunyai peran yang penting dalam
pembangunan daerah; | A
~¢. bahwa perlu adanya peraturan 'yang mengatur
‘mengenai pengendahan penduduk dan pembangunan
v keluarga, , v
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf ¢, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendahan
S . Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
;fl\/[ér‘lgivngat- R 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara'
I Republik Indonesia Tahun 1945; ~
2. Un_dang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ‘tentang
Pembentukan = Daerah-daerah . Kabupaten di

Lingkungan Provinsi Jawa Tengabh;



. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
‘ Perlmdungan Anak (Lembaran Negara' Repubhk
‘Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembéngan Kependudukan dan ‘Pem‘bangunén

' ‘Keluarga (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 'I‘ahun
2009 Nomor 161,’ Tambahan Lembaran Negara

'Republik Indonesia Nomor 5080); |

. }Undang—Undang - Nomor 23 Tahun 201‘4 téntang

Pcmermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk _ |

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor '5587),
sebagaimana telah ‘bcbe‘rapa kali diubah terakhir
- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
~ Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23
Tahun -2014 _teﬁfang ‘Pemerintahan Daerah: (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2615' Nomdr 58,
- Tambahan Lembaran - Negara ‘Republik  Indonesia
~Nomor 5679); - | | |
. Peraturan Pernermtah Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera - |
:v(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1994
~Nomor 30, Tambahan Lembaran negara Repubhk )
" Indonesia Nomor 3553), : , |
. Peraturan Pemermtah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
'Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi ”
: Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
- 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara
. Repubhk Indonesm Nomor 5614), ' |
Peraturan Pre31den Nomor 153 Tahun 2014 tentang
Grand Design Pembangunan chcndudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310};
. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pengcndaiian' Penduduk dan

Pe}nyelénggaraan Keluarga Berencana | '(Le:mb,aran '




10.

‘Dae'r'élh Provinsi Jawa Tengah '_Tahun‘-,2013 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Pro:vihvsi Jawa Tengah

Nomor 52),

Peraturan Daerah Prov1n31 Jawa 'I‘engah Nomor 2

Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan

Ketahanan Keluérga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tehgah Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

‘ A dan ‘
- BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  PENGENDALIAN
- PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

| Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1

2.

‘Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
‘penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan uvrus-an - Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom. | |
Bupati adalah Bupati Karanganyar

Penduduk adalah warga negara Indone31a dan orang
asing yang bertempat tmggal di Indonesia. .
Kependudukan adalah hal ihwal .yang berkaitan -
d'en}gan» jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran,
mobilitas, ~penyebaran, kualitas, dan kondisi
kesc.]ahteraan yang rnenyangkut pblltlk ekonomi,
sosial budaya, agama serta llngkungan Penduduk

) setempat



. Grand DeSign Pembangunan Kependﬁdukah yaﬁg

- selan_]utnya disingkat GDPK adalah arahan kebljakan

- yang dltuangkan dalam program lima tahunan

' Pembangunan Kependudukan “Indonesia - untuk
_mewujudkan target pembangunan kependudukan
' Pengendalian Penduduk adalah upaya yang dllakukan

untuk mewujukan = keserasian, Kkeselarasan,. dan

keseimbangan antara jumlah  penduduk dan

- lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam

maupun daya tampung Iingkungan, kondisti
perkembangan somal ‘ekonomi dan budaya serta

mengembangkan kualitas penduduk

vPembangunan Keluarga adalah upaya meWUJudkan‘
- keluarga berkualitas yang hidup dalam lmgkungan

| yang sehat.

Perkembangan Kependudukan ‘dan Pembangunén

Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan

11.

12,

’penduduk tumbuh selmbang dan mengembangkan
Kualitas Penduduk pada seluruh dimensi Penduduk..
10.

Perkembaﬁgan Kependudukan adalah kondisi yahg

‘ berhubungan - ‘dengan = perubahan keadaan

- Kependudukan - yang dapat berpengaruh dan

dipengaruhi oleh  keberhasilan ‘pembangunah

: berkelanjutan.

Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam
aspek fisik dan ‘non ﬁSlk yang mehputl dera_]at
kesehatan, pendldlkan, peker_]aan, produktmtas
tingkat 5031a1 ketahanan, kemandman kecerdasan,
sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan
kemampuan dan menikmati i{éhidupan sebagai
manusia yang bertakwa, berbudaya,v berkepribadian,
berkebangsaan dan hidup layak. | |

Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat

~dari perbedaan antara _]umlah penduduk yang lahlr,

mati, dan pmdah tempat tmggal



13,

- 14,
15,

16.

17,

18,

0.

- 20,

21,

29,

- 23.

Mobilitas Penduduk adalah adalah gefak keImangan“
penduduk dengan melewati batas w1layah admlmstrasy:
pemermtahan |
MObllltaS Penduduk Internal adalah gerak keruangan -

Penduduk dengan melewati batas adrrumstra51 daerah.

Mobilitas ~ Penduduk - Internasional .adalah}, gerakb_: Y

kéruangan penduduk dengan melewati batas ’négara
Pengarahan Mobilita‘s ~ Penduduk adalah upaya}‘

mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi,

“selaras, dan selmbang dengan daya dukung alam dan

. Daya tampung hngkungan

Llngkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan

semua benda, daya, kea}daan, dan mahluk hidup,

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang

mempengaruhi- kelangsungan‘ . perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lamnya

Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan

alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk

rnenunJang perikehidupan manusm _serta makhluk:
lain secara berkelanjutan. v
Persebaran Penduduk ~adalah kondlsl sebaran E
Penduduk secara keruangan. N
Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata’__
persebaran penduduk agar serasi dengan daya‘
dukung alam dan daya tampung Imgkungan sertav
sesuai dengan tata ruang wilayah.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang -
terdlrl dari suami 1str1, atau suarnl istri dan anaknya,
atau ayah dan anaknya, atau 1bu dan anaknya

Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB

adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan

}usxa 1dea1 melahlrkan, mengatur kehamllan, melalui

promosit, perllndungan dan bantuan sesuai dengan
hak reproduk31 untukv_rneWUJudkan Kelua:ga yang
berkualitas. | | | . | |
Pengaturan Kehamilan adalah upaya N untuk

membantu pasangan suaml istri untuk melahirkan




pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan

R - mengatur jarak kelahiran anak yangv'i‘déal .dengan

4.

. berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan

25.

menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi;

Keluarga Berkualitas ‘adalah keluarga yang dibentuk

se_]ahtera sehat ‘maju, mandm, memiliki jumlah’ anak
yang ideal, berwawasan ke depan bertanggungjawab,
harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa. ' ’

Ketahanan dan KeSejahteraari Keluarga adalah kondisi

| Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan :

27.

29.

serta mengandung kemampuan ﬁ51k materil guna
hldup mandiri dan mengembangkan diri dan
Keluarganya untuk  hidup ~harmonis dalam
meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan

- batin.

26.

Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan
terencana di segala bidang untuk ~menciptakan
pérbandingan " ideal antara pérkembangén
kependudukan dengan daya dukung dan daya
tampung llngkungan serta memenuhi kebutuhan.
generasi sekarang tanpa harus mengurangi
kemampuan dan kebutuhan genera31 mendatang,
sehingga menunjang kehldupan bangsa. - ’

Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam
berbagai matranya tidak »atau kurang mendapat

~ kesempatan untuk mengembangkan potensinya
" sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau
- nonfisiknya.
28.
~ berdasarkan. atas perkawinan yang sah, ‘mampu

Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dlbentuk

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material

“yang layak, bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

- memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan selmbang

antar  anggota dan antara Keluarga dengan
masyarakat dan lingkungan. B

Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu
Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan
serta mengandung kemampuan fisik materiil dan




30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

pSlle mental Sp1r1tual guna - hldup mandiri  dan
mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup
harmonis dalam menmgkatkan kesejahteraan lahir
dan kebahagiaan batin. . ' |

Pembangunan Ketahanan Keluarga'. adalah upaya
komprehensif, berkesinambungan gfadual
koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh
Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkalt

dan masyarakat, dalam . menclptakan,

mengoptimalisasi  keuletan dan  ketangguhaan

keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis
dalam meningkatkan keSéjahteraan kebahagia'an lahir
dan batin. "

Pembangunan Kependudukan  adalah 'upay-av
mewujudkan smergl, sinkronisasi, dan harrnomsas1
pengendalian kuantltas, penmgkatan kuahtas,
pembangunan keluarga, penataan persebaran dan
pengarahan mobilitas,' serta penataan administrasi
kependudukan. | |

Angka Kematlan adalah banyaknya kematlan setxap‘
1.000 penduduk per tahun

Angka Kelahiran adalah bilangan yan‘gi'rnenurijukkavn'
jumlah bayl yang lahlr hidup dari 1.000 penduduk
dalam satu tahun.

Bina Keluarga Balita yang selanjutnya dlsmgkat BKB
adalah kegiatan yang khusus mengelola» tentang
pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh
yang benar berdasarkah kelompok - umur, yang
dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada
ditingkat Rukun Warga. - '

Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya dlsmgkat BKR
adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader
dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang
mempunyai anak dan remaja. - ' ' |
Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya dlsmgkat BKL
adalah wadah kegiatan keluarga yang mempunyal
lansia yang bertujuan  untuk - meningkatkan

kep’eduliah dan peran serta_ keluarga dalam



: meWUJudkan lanjut u31a yang sehat mandlrl poduktlf o

- .:,dan bertaqwa sehmgga tetap dapat dlberdayakan e

’ vdalam pembangunan dengan memperhatlkan kearlfan o

o pengetahuan, o keahhan keterampllan ‘Q_}vda,n

pengalamannya sesua1 us1a dan kOl’ldlSl ﬁsxknya

T 3’7 v:v,Norma Keluarga Kecﬂ Bahagla “dan. SeJahtera yang“ A

: : selanJutnya dlslngkat NKKBS adalah suatu rulau Yang»*_ R

sesual dengan n11a1 n11a1 agama dan 3031a1 budaya

yang membudaya dalarn d1r1 pl‘lbadl, keluarga dan Lo

v'«bmasyarakat yang berorlenta51 kepada kehldupan

sejahtera dengan jumlah ' anak * 1deal untuk

mewujudkan kesejahteraan lahlr dan kebahaglaan N C

' :vbatln

38. ‘Pusat Informa31 dan Konsehng Remaja/Mahamswa"

yang. selanjutnya dxsmgkat PIKR/Maha31swa adalahf -

""‘v"v,'.»'suatu wadah kcglatan program PKBR yang dlkelola,

‘_:‘darl oleh dan untuk remaja guna - memberlkan“:“

,-pclayanan ,' mformasn  dan konselmg ’ tentang‘_ —

| 'a.Perencanaan Kehxdupan Berkeluarga Bagl Remaja o

serta keglatan keglatan penunjang lalnnya

BABIL
ASAS PRINSIP D AN TUJUAN

Baglan Kesatu o

Asas

Pasal 2

-': ":"'Pengendahan Penduduk dan Pembangunan Keluarga B

"f..berasaskan norma agama, perlkemanumaan,

keselmbangan keberlan_]utan dan manfaat

Baglan Kedua o
Pr1n31p

Pasal 3

B Pengendahan Penduduk dan Pembetngunan Keluarga

o ;berdasarkan pr1n81p pembangunan Kependudukan yang

| terdln atas -



o a. képéﬁdddukan sebagéit t1t1k :;'v,:svéri‘tlfal _f‘kégiéf&in*v -

S pembangunan

b ;'-vf',penglntegras1an keszakan Kependudukan ke dalam:-’f,‘fl- R

L pembangunan 3051a1 budaya ekonorm dan Llngkunganv”: |

- ‘I—Ildup,

. c. . ‘part131pa31 semua plhak dan gotong roy ong,

a. -}»‘Pel‘llndungan dan pemberdayaan terhadap Keluarga}:‘,v

£ ‘sebagal unit terkecﬂ dalam rnasyarakat

o v ,,e.v'f kesamaan hak dan kewajlban antara Penduduk

. pendatang dan Penduduk setempat

ot o perllndungan terhadap budaya dan 1dent1tas Penduduk‘ - S

P 'vlokal dan

g 'keadllan dan kesetaraan gender

Baglan Ketlga e

Pasal 4

S (1) ; :Pengendahan Penduduk bertUJuan untuk mewujudkanv, .

kesera51an keselarasan dan keselmbangan antara,

H Jurnlah Penduduk dan Llngkungan Hldup baik yang’v L

fﬂberupa Daya Dukung Alam maupun daya- tampung: ‘::' :'}?:  R

B hngkungan serta kondlsl 5031al ekonom1 dan budaya

, _ (‘2‘) ' embangunan keluarga _ bertujuan - untukf’

" _memngkatkan kuahtas keluarga agar dapat tlmbul""f‘"

. :rasa aman, tenterarn, dan harapan masa depan yang’; 2

E leblh baxk dalam mewujudkan kesejahteraan lahlr dan* ’ |

o kebahaglaan batln ’

o BAB 111 | o
o HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

| Baglan Kesatu
Hak Penduduk

Pasal 5

) "".v:',’“Dalam Pengendallan Penduduk dan Pernbangunan

To Keluarga, setlap Penduduk mempunya1 hak



a. membentuk Keluarga - dan _ melanjutkan keturunanf."’ o

o ‘}melaluI perkawman yang sah

v.;memenuhl kebutuhan dasar agar tumbuh dan

o berkembang serta . mendapat perlmdungan :bégi;} L

_ pengembangan = prlbadmya untuk - memperoleh o

o pendldlkan rnencerdaskan dlrmya, dan fnenlngkatkan',"

| '.'Kuahtas hldupnya _T;'i :

C. fimendapatkan mformam perhndungan dan bantuan

untuk. meWUJUdkan hak hak reproduk31 sesuai denganv-:» o

o etlka sosral dan norma agama, T -
berkomumkam 'danf;; memperoleh 1nforma51 -
‘Kependudukan dan Keluarga yang dxperlukan untuk'v'

) mengembangkan pr1bad1 dan llngkungan 3051alnya

. ',mencarl, memperoleh mem111k1 menylmpan, mengolah ) '

:_dan menyarnpalkan 1nforma31 Pengendahan Penduduk”‘

: b.'dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan

. sarana yang tersedla, :

1. mengembangkan ' dan memperoleh manfaat » ilmu

‘v.'."pengetahuan dan teknologl, senl, dan budaya tentang -

L Pengendahan Penduduk dan Pembangunan Keluarga .

bebas bergerak berpmdah dan bertempat tlnggal dalam RO

wxlayah negara Repubhk Indonesla> o

;Vv.mendapatkan perhndungan untuk mempertahankanv}i:_i N

o keutuhan ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga

menetapkan Keluarga 1dea1 secara bertanggung Jawab -

mengena1 _]umlah anak Jarak kelahlran, dan umur o

o ‘melahlrkan, T

"membesarkan memehhara merawat mendidik

I ’,_:mengarahkan dan memblmblng kehldupan anaknya_’f'v L

o terrnasuk kehldupan berkeluarga sampati ‘deng_"?‘n‘., L

' dewasa, o

. mengangkat anak sesua1 dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan,

B rnewu_]udkan hak reproduksmya dan sernua hal yang‘fé o

. berkenaan dengan kehldUpan perkawmannya



m hldup d1 dalam tatanan rnasyarakat yang aman dan o

tenteram, yang menghormatl ‘ mehndungl, 'dan:"_:*-.

"melaksanakan sepenuhnya hak asa81 manu51a

. mempertahankan dan mengembangkan mla1 n11a1 adat S .

" yang hidup dalam rnasyarakat

'.'}_}'memperjuangkan pengembangan dlrlnYa balk secara .

o  pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa]-'v‘-'v R

S dan negara;

memperoleh clan mempertahankan ruang hldupnya

; f'mendapatkan 1dent1tas kewarganegaraan sesua1 dengan".} R

:ketentuan peraturan perundang—undangan,

'v"f:,'memlhkl : memperoleh mengganu . atau--_'

mempertahankan statUS kcwarganegaraannya scsual S

L ‘dengan ketentuan peraturan perundang undangan, -

. dlperhltungkan dalam penyusunan pelaksanaan

: fevaluasn Pengendahan Penduduk dan Pembangunan __

a Keluarga dan  { R

: 'memperoleh kebutuhan pangan te":;rinriétt'j k 'tiﬁggal:; TR

. vpelayanan kesehatan, pendldlkan keterampﬂan, danv,

B Setlap Penduduk wapb

-T.bantuan khusus atas blaya ncgara bag1 Penduduk- : .

o Rentan

Baglan Kedua

Kewajlban Penduduk
Pasal 6

o a menghormatl hak hak Penduduk laln dalam kehzdupan“'

'bermasyarakat berbangsa dan bernegara

berperan serta dalam pembangunan Kependudukan,
. membantu rnewujudkan perbandmgan yang 1deal

‘antara Pengendahan Penduduk dan kuahtas‘

- ,vf,llngkungan sosial dan ekonoml

>;'>>,mengembangkan kuahtas : d1r1 melalux per‘li»hgkat»an; -

kesehatan, pend1d1kan, ketahanan, dan kesejahteraan'}‘

o Keluarga, dan



i :,‘."é"';"memberlkan data dan 1nformaSI Kependudukan dan :

o Keluarga yang diminta oleh Pemermtah dan Pemermtahi S

?v'.bDaerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjangvf'”' -

- ) tldak melanggar hak—hak Penduduk

o | | BAB IV . |
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
SRR DAERAH R

Baglan Kesatu

Kewenangan Pemermtah Daerah

Pasal 7

o ”’-'v(I) Pernermtah Daerah menetapkan kebljakan dan program L

Jangka menengah dan Jangka pan_]ang yang berkaltan : o

dengan Pengendallan Penduduk dan Pembangunan_'.

Keluarga

R (2) Kebljakan dan program Jangka menengah dan Jangka e

panjang. sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) harus_.'»_':”*'"

- mengacu ‘pada kebuakan nasmnal

o v' ;}"2.’(3) Kebljakan dan program sebagalmana dxmaksud padai'.

ayat (1) dlwujudkan dalam bentuk GDPK

ol E (4) GDPK sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dltetapkan}‘fv"

dengan Keputusan Bupatl

- Pasal 8

- ',Untuk melaksanakan kebljakan dan program Jangka'.

‘:_'menengah dan Jangka ‘panjang sebagalrnana dlmaksud}

X dalam Pasal 7 ayat (1) dxlakukan

a. pengumpulan o pengolahan - anallsls ) év’alﬁéSi',”.

‘penehtlan pengembangan i fda penyebarluasan

.‘lnformam tentang Pengendahan B Penduduk - dan B .

'Pembangunan Keluarga, i

b x perk1raan secara berkelanjutan dan penetapan sasaran .

- Pengendahan Penduduk dan Pernbangunan Keluarga i

dan



(1)

. pengendalian  dampak vpevr'nb‘arigu'nén : terhadapv'
Pengendahan Penduduk dan Pembangunan Keluarga B

serta ngkungan Hldup

o ~ Pasal 9
Untuk melaksanakan kebijakan dan program jangka‘

- menengah dan jangka panjang dilakukan melalui

@

pelaksanaan rencana kerja tahunan.

Rencana kerja tahunan sebagalmana dlmaksud pada o

ayat (1) meliputi: | N _

a. penggalangan = peran serta individu, Keluarga,
,masyarakat  lembaga  swadaya ~ masyarakat,
orgamsasx keniasyarakatari ~ organisasi profesi,
swasta, dan penyandang dana pembangunan yang |
bersifat tidak - mengikat dalam Pengendalian
Penduduk dan Pembangunan Keluarga; - -

b. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi
tentang Pengendahan Penduduk dan Pembangunan |
Keluarga kepada seluruh komponen perencana dan

pelaksana ’pembangunanv'_ serta  Keluarga,

masyarakat, lembaga  swadaya masyarakat,
orgéniSasi profesi, swasta, dan penyandang dana
pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan

c. _penyediaan pCIayanan yang berkaitan dengan
Pengendalian © Penduduk “dan Pembahgunan
Keluafga bagi Keluarga miskin dibiayai oleh
Pemerintah Daerah. ' |

| 'Paragran
GDPK

. . Pasal 10

| Pelaksanaan GDPK d11akukan melalm

a o o

pengendalian kuantitas Penduduk;

peningkatan kualitas Penduduk;

pembangunan Keluarga; o _
penataan persebaran dan pengarahan mobilitas
penduduk; dan | -

penataan administrasi Kependudukan.



Pasal 11

(1) Untuk = mengendalikan kuantitas‘ penduduk'

)

@)

- mehputx

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan
pencapaian Penduduk tumbuh seimbang, dan Keluarga:- '
berkualitas, Pemerintah Daerah me]akukan '

a. pengaturan fertlhtas dan

b.. penurunan mortalitas. o
Pengaturan fertilitas sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1} dilakukan melalui program KB.

Program KB sebagalmana dlmaksud ‘pada ayat (2)

a. pendewasaan usia perkawman »

b. pengaturan kehamilan yang dungmkan,

c. pembinaan kesertaan KB;-

d. pemngkatan kesejahteraan keluarga,

€. penggunaan alat, obat dan atau cé.ra pengaturan
kehamilan; ’

- 1. peningkatan akses pelayanan KB dan

(4)

()

(1)

g. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
Pengaturan fertlhtas dllaksanakan melalm upaya
pembudayaan NKKBS. |

Penurunan mortalitas - sebagalmana dimaksud pada o

v ayat (1) dilakukan melalui:

a. penurunan angka kematlan ibu hamll

b. penurunan angka kematlan ibu melahxrkan;

c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
q .

. penurunan angka kematian bayi dan anak.

v | Pasal 12
Untuk meningkatkan kualitas Penduduk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, Pemerintah Daerah

- melakukan peningkatari kualitas Penduduk di bidang

- kesehatan, pendldlkan agama ekonoml dan sosial»*

@

budaya. v
Peningkatan kuahtas Penduduk di bldang kesehatan
sebaga1mana dxmaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui: ' o

‘a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas

hidup, terutama bagi ibu dari_ anak dengan cara

meningkatkan -cakupan dan kualitas pelayanan



.{i»'kesehatan memngkatkan peran Pemerlntah Daerah T

~ dan swasta serta memberdayakan Keluarga danﬂ,'. S

o masyarakat

',.}b‘b."»penlngkatan status gIZI dengan cara melakukan'

~.penguatan perbalkan gIZI o masyarakat * dan -

~meningkatkan ketersedlaan serta’ aksemblhtas‘f

vpangan penduduk dan

C lpemngkatan pengendahan pen}’aklt menular dan“- D
| | tldak menular pemngkatan akses air bersm dan T _

:,_",samtam yang layak serta pemngkatan penlaku : -
- ihldup ber31h dan sehat S R .
Pemngkatan kuahtas Penduduk d1 bldang pendldlkan -

: sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukanv-'

o melalu1

o "pemngkatan akses Penduduk terhadap pendldlkan |

' “balk dar1 sisi ekonoml dan ﬁs1k

;b."vpenlngkatan kompetensx Penduduk -:, melalm

ﬁ-jpendldlkan forrnal nonformal maupUn mermal S

,dalam rangka memenuh1 kebutuhan pembangunan |

_— nasmnal dan

e lpengurangan kesenjangan pendldlkan menurut

R

’:sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) dllakukan

= jenis’ kelamln dengan cara memngkatkan akses
. _perempuan untuk memperoleh pendldlkan -
Pemngkatan kuahtas Penduduk d1 bldang ekonoml

S jmelalux R

(1)

Ca penlngkatan status CkOl’lOl’I’ll Penduduk dengan cara -

memperluas kesempatan kerJa dan mengurangl S

pengangguran dan

b pengurangan kesen_]angan ekonoml sebagal salah

o satu usaha untuk menurunkan angka kemlskman RS

Pasa] 13

Untuk . meWUJudkan Pembangunan Keluarga_ o

K Vsebagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 huruf C danf

} v Pembangunan Keluarga y'ang berketahanan, sejahtera )
" sehat, maju mandm dan harrnom, Pemermtah Daerah

o melakukan

a Pembangunan Keluarga yang bertakwa kepada__] .
Tuhan Yang Maha Esa AR



:'Pembangunan Keluarga berdasarkan perkawman -

yang sah;

. Pernbangunan'Keluarga yang berWawasan -nasio‘nal '

dan berkontribusi kepada masyarakat bangsa, dan

‘negara; dan

Pembangunan ' Kéluarga - yang lhampu
merencanakan sumber daya Keluarga

(2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dlmaksud padé
ayat (1) dllaksanakan melalui rekayasa sosial Keluarga

(3) Rekayasa sosial Keluarga sebagalr_nana dimaksud pada "
' ayat (2) dilakukan melalui: - |

a.

b
c.
d

penataan struktur keluarga

. penguatan relasi sosial keluarga;

pengembangan transformasi sosial kéluarga; dan

. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 14

(1) Untuk Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas B

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

 hurufd, Pemerintah Daerah melakukaﬁ:

a.

pengarahan Mobilitas Penduduk Yang mendukung
Pembangunan Daerah yang be}rkeédilari;

pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada
pembangunan pcrkotaan yang bérkelanjutan; ‘
pengafah'an persebaran penduduk sesuai dengén' :
kebutuhan setiap wilayah;

pencegahan ‘muncul"nya faktor yang dapat
menyebabkan terjadinya perpivndahari‘paks'a;’ dan
pemberian perlindungan kepada  tenaga kerja
Indonesia yang bekelja di. luar negeri secara

mak31rnal

}(2) Penataan Persebaran Penduduk dan Pengarahan‘

Mobilitas Penduduk sebagalmana dlmaksud pada ayat

(1) dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

. a‘

‘mengupayakan peningkatan Mobilitas Penduduk
yang bersifat tidak tetap dengan cafa menjrédiakan '
berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan
»;._adminis‘trasi - di  beberapa daerah yang

dlproyek31kan sebagal daerah tujuan Mobilitas

~ Penduduk; dan.



m

o ‘b, mengurang1 MObllltaS Penduduk ke kota -

o metropohtan atau kota besar

Pasal 15

- Untuk penataan adm:mstram Kependudukan sebagalrnana -
- ,_dlmaksud dalam Pasal 10 huruf e, Pemermtah Daerah S
melakukan R Vet ‘

- »‘.i””a penataan dan pengelolaan database Kependudukan dan "

. b. penataan dan penerbltan dokumen Kependudukan

Paragraf 3
Pelaksanaan GDPK

Pasal 16

Pelaksanaan GDPK dlselenggarakan Pernerlntah Daerah:!
‘",-.v‘secara terkoordlnaSI termtegrasx dan terpadu dalam sata
'v‘,kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

' fundangan dengan menglkutsertakan peran masyarakat » o

Pasal 17

_‘v__Ketentuan leb1h lan_]ut mengenal r1n01an dan tahapan GDPK v _—

,dlatur dengan Peraturan Bupatl o

o Pasal 18

Koordlna31 GDPK dﬂaksanakan oleh t1rn koordmas: GDPK o

- L v sebaga1 Wadah koordmam yang bersdat nonstruktural

Baglan Kedua o

Tanggung Jawab Pemermtah Daerah

Pasal 19

L 'Pernerlntah Daerah bertanggung Jawab dalarn pelaksanaan s
- | Pengendallan Penduduk dan Pembangunan Keluarga sesuai . =
| "‘dengan kebutuhan asplra51 dan kemampuan masyarakat o
o setempat mehputl o . R

R a. fasilitasi . terlaksananya pedoman rnehputl n'orn;la;

'_.jbstandar, prosedur dan krlterla,

. b ;pembmaan, bxmbmgan dan supervxsl dan » =

e 3031allsa31, advokaSI dan kOOl'dlrlaSl



BAB V

Baglan Kesatu ’_ e

Umurn

Pasal 20

: ) Pengendahan Penduduk bertu_;uan Untuk meWUJudkéﬁ“i BT
- . kesera31an, keselarasan dan keselmbangan antara jumlah _
a }:‘»A"’f':PendudUk dan. Llngkungan Hldup baik yang berupa Daya'f:f:‘ -

PENGENDALIAN PENDUDUK j , S

- Dukung Alam maupun daya tampung lmgkungan certa. . L

' kOI’ldlSl perkembangan soslal ekonom1 dan budaya -

Pasal 2 1

Penge'ndéliaﬁ Penduduk dllakukan dengan memberxkan}
kemudahan dan perlmdungan terhadap Penduduk Rentan . : o

Pasal 22 o

(1) "'Pengehdalia{n ) Kuantltas Penduduk berhubungan

- dengan penetapan perklraan mengeneu I
o a. _]umlah struktur dan komposm Penduduk T
b pertumbuhan Penduduk dan o R
| c. persebaran Penduduk. - ,
| (ﬁ) Pengendahan Penduduk sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuat dengan daya dukung alam dan
daya tampung lingkungan melalm ” S
a. pengendahan kelahiran; ‘i‘»? o
b penurunan angka kematian; dan '

c pengarahan mobilitas Penduduk

(3) Pengendahan Penduduk sebagalmana ayat (1] dllakukan -

untuk mengembangkan Kualitas Penduduk melalm S
penmgkatan B - o
a kesehatan, | 'v
b pend1d1kan, o
c. n11a1 agama; -

d. perekonomlan dan
e. nilai sosial budaya

(4) Ketentuan ' leblh lanjut mengenau penge 0 dahan .
kuantltas penduduk sebagalmana dlmaksud pada ayatvv I

(1) dlatur dengan Peraturan Bupatt



(1)

(2)

Bagian Kedua
KB

Pasal 23
Untuk mewujudkan Penduduk tumbuh seimbang dan o
Keluarga Berkualitas, Bupati menetapkan kebijakan |
pengendalian - kelahiran melalui penyelenggaraan .
program KB. | s
Kebljakan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk membantu calon atau
pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan

mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab

~ melalui:

(3)

. usia ideal perkawinan

. usia ideal untuk melahlrkan

a
b

c. Jumlah ideal anak

d. jarak ideal kelahiran anak; dan
e

penyuluhan kesehatan reproduks1
Kebijakan KB sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)  :

‘bertujuan:

a. mengatur kehamilan;} ,
b. menjaga kesehatan dan menurunkan angka
kematian ibu, bayi dan anak;

c. meningkatkan akses dan 'lk'uali'tasinformasi,

pendidikan, konseling, dan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi; ”

, d."meningkatkar; partisipasi dan kesertaan pria dalam

@

()

‘praktek KB; dan
e. mernpromomkan penyusuan bayi sebagal upaya
untuk menjarangkan jarak kehamilan.
Kebx}akan KB sebagalmana dimaksud pada ayat (l) =
mengandung pengertian bahwa dengan alasan apapun
promosi aborsi sebagai pengaturan kehamilan dilarang.
Kebijakan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalm , )
a. .penlngkatan keterpaduan dan peran serta
masyarakat _ |
b pembmaan Keluarga dan



e e

c pengaturan kehamllan ; dengan memperhatlkan.f -

- dalam masyarakat

— norma  agama, kond181 : perkembangan sosial .

:ekonoml dan budaya serta tata n11a1 yang htdup’_ﬂ

(6) Pelaksanaan kebl_]akan KBsebagalmana dlmaksud pada o |

o ayat (5) dlserta1 dengan advoka51 komunxka31 1nforma31.f»“iv.v ) R

'{:’»dan eduka31
» Baglan Ketlga
Penurunan Angka Kematlan f bt
. v Pasa124 v PR o
:'(1‘)‘Pemer1ntah Daerah menetapkan kebljakan penurunan

: 'angka kematlan untuk mewujudkan Penduduk tumbuhf

selmbang dan berkuahtas pada seluruh dlmensmya S

,V(Q'),'Kebljakan penurunan angka kematlan sebagalmana,vv"}

.dlmaksud pada ayat (1) berupa pemberlan Prlorltas' R

o ""a penurunan angka kematxan 1bu waktu hamll
e b 1bu melahlrkan, el e '

c. pasca persahnan dan

L ’-}d bay1 serta anak

" (3) _}:Kebljakan penurunan angka kematlan sebagalmanav}'

dunaksud pada ayat ’ (2) d1selenggarakan _ oleh -

o Pemermtah Daerah dan’ masyarakat ‘melalui upaya -

"promotlf preventlf kuratlf dan rehabllltatlf sesual_j:

,’Adengan ketentuan peraturan perundang undangan dan o

B 'norma agama RN

_ o o Pasal 25 » _ .
o S Kebgakan O penurunan angka B kematxan sebagalmana’v:-.":, .
dlmaksud dalam v Pasal 2 dllaksanakan denga n.

rnemperhatlkan o TS B R L

oa kesarnaan hak reproduk81 pasangan suarm 1str1

b kesexmbangan . ‘akses _dan* kuahtas - mformam, PR

'pendldlkan konsellng, B dan pelayanan kesehatan

jfkhususnya kesehatan reproduk31 bag1 1bu bay1 danv s o

'g'anak



c pencegahan dan pengurangan I'lSlkO kesakltan dan

kematlan, dan

e ﬁ.ji:' cI partlslpaSI aktlf Keluarga dan masyarakat’."

o Baglan Keernpat :
- MObllltaS Penduduk

:  Pasal 26

(1) Pemerlntah Daerah rnenetapkan kebljakan Pengarahan |
B -_Mobxhtas Penduduk dan/atau Persebaran Penduduk

| _‘untuk mencapa1 Persebaran Penduduk yang opt1mal :

dengan memperhatlkan keselmbangan antara Jumlahu R

_‘penduduk dengan Daya Dukung Alam dan dayaf»’ 3:‘.

. tarnpung lmgkungan

-2 (2) Kebljakan Pengarahan MObllltaS Penduduk dan/atau

- Persebaran Penduduk sebagalmana dlmaksud pada’ |
o ayat (1) mehputl Moblhtas Penduduk Internal - dan;vi,.} T
‘ ."Moblhtas Penduduk Internaswnal yang dllaksanakan :

: _ dan dltetapkan secara berkelanjutan

- ,‘ ('3)_1 ’Pengarahan Moblhtas Penduduk Intemal sebagalmana‘;“-j»
B .}fjdlmaksud pada ayat (2) mehputl o

a- _,-’_Pengarahan Moblhtas Penduduk yang bermfat

R »pcrmanen dan non permanen IR

b Pengarahan Moblhtas Penduduk dan Persebaran‘ : ':‘ o
-‘Penduduk ke daerah penyangga dan ke pusat -
perturnbuhan ‘ekonomi baru ~dalam - rangka . ‘.
o 'pemerataan pefnbangunan antar kabupaten/ kota o

_ c' :"Pcnataan ' Persebaran Penduduk | melalul o

o _fkerjasama ‘ antar _ k_abupate_n/kota dan/atau
o ‘,:provmsx dan R e o
o d_ _ Pengarahan Moblhtas Penduduk dar1 perdesaan”. .

' ke perkotaan (urbamsam)

Pasal 27

Kebljakan MObllltaS Penduduk sebagalmana dlmaksud “ o

:dalam Pasal 26 dllaksanakan dengan menghormat1 hak ,
2 Penduduk untuk bebas bergerak berpmdah dan bertempat‘»__’j S
. tmggal dalam w1layah Negara Republxk Indone31a sesualtjj =

dengan ketentuan peraturan perundang undangan



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 28 | A
Perencanaan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau

Penyebaran Penduduk dilakukan dengan menggunakan

data dan informasi Persebaran Penduduk dengan -

memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Perencanaan pengarahan mobilitas Penduduk dan/atau

‘Penyebaran - Penduduk ) dilakukan  ° dengan

pengembangan sistem informasi kesempatan kerja.

_ | Pasal 29
Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data,

analisis, serta proyeksi angka mobilitas dan Persebaran |

Penduduk sebagai bagian dari Pengendalian Penduduk
dan Pembangunan Keluarga.

Ketentuan mengenai tata cara pengumpulan data,

. analisis, moblhtas dan Persebaran Penduduk scbaga1

(1)

(2)

(3)

bagian dari Pengendahan Penduduk dan Pembangunan

Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati. ‘

' 'Bagian Kelima
Pengembangan Kualitas Penduduk

- Pasal 30 o

Pengembangan Kuahtas Penduduk dllakukan untuk
mevmjudkan manusxa yang sehat Jasmam dan roham,
cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia,
dan memiliki etos kerja yang tinggi. ‘ ‘
Pengembangan = Kualitas Penduduk SCbagaimana'
dimaksud padé Cayat (1) _, dlselenggarakan- oleh
Pemerintah Daerah bersama 'masyaraka‘t- ‘melalui
pembinaan dan pemenuhan pe_léyanan Penduduk. »
Pengembangan Kualitas Pchduduk diselenggarakan .
melalui: " | .
a. advokasi;

b. komunikasi, informasi dan edukasi;
c. '-»‘penyedlaan prasarana dan Jasa
d

pemberdayaan masyarakat



_y BABVI
~ PEMBANGUNAN KELUARGA

o Pasal 31’  v ,
(1) Pemerintah Daerah menetapkan * kebijakan
pembangunan keluarga melalu1 pembmaan ‘ketahanan

- dan kesejahteraan keluarga -
(2) Kebijakan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat

melaksanakan fungSI keluarga secara optlmal

Pasal 32

Kebxjakan pembangunan keluarga sebagalmana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

a. penmgkatan kualitas anak ‘dengan . pemberian akses‘
1nforma31 pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan
- tentang perawatan, pehgasuhan dan ‘perkembangan

~ anak; ' .

b. peningkatan kuahtas remaja dengan pemberlan akses
informasi, pend1d1kan, konseling, dan pelayanan
, tentang kehidupan berkeluarga; |

c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif
~ dan berguna bagi kelﬁarga dan masyarakat dengan

pemberian kesempatan untuk berpefan dalam
kehidupan keluarga; | ' -

d. pemberdayaan keluarga rentan dengan membenkan

| perhndungan dan bantuan untuk mengembangkan diri
agar setara dengan keluarga lainnya;
peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan
" informasi dan 'sumbei'hdaya ekonomi melalui usaha
R mikro keluarga; o _ - S |

g'.v_ pengembangan cara inovatif uriiuk memberikan

bantuan yang lebih efektlf bagi keluarga miskin;dan

h. penyelenggaraan © upaya penghapusan “kemiskinan

terutama bagi perempuan yang berperan sebagz-n kepala '
keluarga. o '



‘ Pasal 33
- (1) Pemerintéh Daerah  memfasilitasi pembangunan -
| keluarga, meliputi: | |
a.v penerapan dan penlngkatan nilai agama, yang
»dllaksanakan ‘melalui aktivitas »keluarga yang.

" berbasis agama; | ) . |

b. stru‘kturisasi'- dan. legalitas  keluarga, yahg
‘dilaksanakaq untuk menui’unkan angka
percefaian; | v | | -
c. ketahanan - fisik keluarga, yang dilaksanakan
untuk mendorong Vpemenul'yi‘an kebutuhan dasai"_:”

fisik keluarga meliputi sandang,  pangan,
perumahan, vpehd‘idikan dan kesehatan; '

d. ketahanan ekonomi, yang dilaksanakan }untuk
mendorong peningkatanan- penghasilan N-kepalé
kelu‘arga; dan ‘ v
e. ketahanan ,’_svosial. psikologi, - yang dilaksanakan
untﬁk men_dorong“ keluarga dalafn mémelihara
ikatan, dan komitmen ‘berkomunikasi secara

efektif, pembagiahl dan penei'imaan i peran,
menetapkéri tujuan, mendorong anggota keluarga

untuk maju, membangun hubungan 'soé_ial, dan
mengelola masalah ‘keluarga, serta menghasilkan

konsep diri, harga diri, dan inteéritas diri yang

| positif. | _ N

(2) Fasilitasi pembangunan keluarga »‘>n“1e'ngacu " pada

perencanaan penibanguhan ketahanan keluarga.

Pasal 34

Fasilitasi Pembangunan Keluarga sebagaimana dlmaksud

dalam Pasal 33, dilaksanakan melalui: .

a. penmgkatan keberfungswm, peran, dan tugas Keluarga,
dan ' .

b.'pengembangan program dan keglatan dalam upaya
mengurangl angka kemlskman bagl Keluarga
prase_]ahtera dan perempuan yang berperan scbagau

kepala Keluarga



Pasal 35

Penyelenggaraan Pembangunan " Ketahanan Keluarga ::f L

- dllaksanakan melalm pemenuhan hak dan pelaksanaan‘.;_'I:f_ o

. ‘_atas kewapban Keluarga yang terdm dar1

as »anggota Keluarga

b - ’cann pasangan rnemkah v

el :Suarnl 1str1 dan

d.- »Horang perseorangan

Pasal 36

Setlap R ‘é‘hggo‘{a Keluarga dalam penYelenggaraan SR

Pembangunan Ketahanan Keluarga berhak untuk

: _bf'v‘a; B ‘memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat .

" "tmggal pelayanan : kesehatan, : pendldlkan

_keterampllan dan bantuan khusus sesual ketentuan, :'

[ peraturan perundang undangan e

b T mendapatkan perhndungan untuk menjaga keutuhan; o

}ketahanan, dan kesejahteraan keluarga, o

vC,”- mempertahankan dan mengembangkan n11a1-n11a1 adat:’:

R yang hldup dalam masyarakat

od f:berkomumkam dan memperoleh 1nforma31 mengena( s

'"'.Keluarga yang dlperlukan untuk mengembangkan" e .

E ;. pribadi dan hngkungan 3031a1nya

o .Vf'e,-"‘.,'”memperjuangkan pengembangan dlrmya o balkf‘i”? |

,secara pr1bad1 maupun kelornpok untuk membangun‘ i

‘ Daerah

o f. rnemperoleh dan rnempertahankan ruang hldupnya, |

g 'mendapatkan 1nformasl, perlmdungan dan bantuan :

o untuk mengembangkan kuahtas dlrl dan fUngsl

'Keluarga sesual norma agama dan etlka 3031al

 h ’mengernbangkan dan memperoleh manfaat ' 11rnu

"pengetahuan dan teknologl, seni- dan budaya terkalt o

f Ketahanan Keluarga

~ i.  mencari, memperoleh , mem111k1 ményimpan;

-"',v"rnengolah ‘dan menyampalkan 1nforma31 terkait -

o penyelenggaraan Ketahanan | Keluarga | dén’gan"

' :»,:_menggunakan sarana yang tersedla, dan o



hldup d1 dalam tatanan masyarakat yang aman dan i".‘;v:-f

tenteram, -yang menghormatl, ! mellndungl dan»'l"l--‘; o

melaksanakan sepenuhnya hak asa81 manusxa

Pasal 37

Setiap - anggota Keluarga dalam E penyelenggaraan_’_

g .‘-'::.;Pembangunan Ketahanan Keluarga berkewa_]tban o

= 'V:_,a mengembangkan kuahtas d1r1 dan fungsx keluarga agar .

* Keluarga dapat hldup mandm ,,dan rnampu':

o mengembangkan Kuahtas Keluarga guna mewujudkan o

Ketahanan Keluarga

E f»”'.b berpcran dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga

c. menghormatl ‘hak Keluarga lain dalam kehldupvan‘“";

beragama bermasyarakat berbangsa dan bernegara, S

"b"‘l'dan‘ -

AT d memberlkan data dan 1nfo:rma31 berkaltan dengan» N

Keluarga yang dxmlnta Pemermtah Daerah untuk

Pembangunan Ketahanan Keluarga sepanjang tidak '
melanggar hak-hak Penduduk B ' :

Pasal 38

(1) Dalam penyelenggaraan - Pembangunan ’.v Kc‘:’ts‘ihéﬁén"»"”-

Keluarga setlap calon pasangan memkah
a. berhak | s

1) mendapatkan mformas‘ blmblngan, dan bentuk P

‘sejenis - Iamnya i terkalt perkawman
”v”,pengembangan Kuahtasdm, dan fung31 Keluarga :
L sesua1 norma agama, adat sos1al serta ketentuan“:

: _"""peraturan perundang-undangan dan : R v B
2)‘: pelayanan kesehatan vter}kal‘t o ;)‘c_:'r':s;iapén‘f'
’v.'v»perkawman ' e Vo

: , b berkewaﬁban

1) rneng1kut1 b1mbmgan atau bentuk SCJerus lalnnya! SR

terkalt perkawman, _pengembangan Kuahtas dm,’-'}v | LT

dan fung31 Keluarga, dan R

2) melakukan pemerlksaan kesehatan pra nlkah N



(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pémehuhan hak
dan pelaksanaan kewajiban calon pasangan 'ménika_h
dilaksanakan melalui koordinasi atau kerjasama dengan
instansi terkait, lembaga keagaméan,f dan lembaga

sosial.

, - Pasal 39 .
Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajlban suami 1str1
~ didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum

- masing-masing agama, serta dicatat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

v Pasal 40

Dalam penyelenggaraan 'Pembangunan Ketahanan
Keluarga, Setiap suami istri berhak untuk: |
a. membangun. Keluarga - yang  berkualitas »‘_secara

bertanggung Jawab | | o
- b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
¢. mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

v , Pasal 41
(1) Setlap suami istri wajib melaksanakan tugas fungsi dan
kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan v
(2) Dalam hal suami istri mem111k1 anak, maka kepadanya
diwajibkan untuk: ,
a. mencatatkan anak dalam reglster akta kelahiran,
_sesuai ketentuan peraturan perundang—undangan, v
b. merawat, mengasuh, mellndungl mengarahkan dan
' memblmbmg, sesuai norma agama, adat, ‘sosial, dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. mendidik, mengarahkan - dan membimbing anak
untuk mcmahami dan ;rrtlelaksanakan» “kewajiban,

~ sesuai usia, fisik, dan psikis anak.



Pasal 42

o Ketentuan Pasal 41 ayat (2) secara mutatls mutandlsf.-"’ NN

o dlberlakukan Juga pada Keluarga yang hanya terdm darlv T

. ayah dengan anak atau 1bu dengan anak

Pasal 43

2(1):,"‘Set1ap orang dewasa yang belum pernah atau tldak'? N

’:memkah berhak mengangkat anak sesua1 syarat dan -

B  j | prosedur pengangkatan anak

(2} _Dalam penyelenggaraan pembangunan keluaga, setlap,v .

' ’vorang yang d1ber1 hak pengangkatan anak sebagalmanaj  5»

_-‘dlmaksud pada ayat (l), ‘berkewa_]lban membesarkan

f'memellhara, merawat mendldlk mengarahkan dan;f_. o

‘ fmemblmbmg, serta melakukan perhnclungan sesua1

~_usia, fisik, dan pSlle anak berdasarkan norma agama, LT

*"adat 3031a1 dan ketcntuan peraturan perundang«f;"}","'

'undangan e

BAB VIL R
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

o _:. (1) Setlap masyarakat mempunyal kesempatan untuki_fv L

R berperan serta dalam penyelenggaraan pengendahan’.j - -

 program Penduduk dan Pembangunan Keluarga -

_";(2'); »Peran serta masyarakat sebagalmana dlmaksud pada" S :

' _ayat_ (1) dxiakukan oleh 1nd1v1du Iembaga swadaya’ -

o ,-.ﬂb'x'nasyarakat orgamsasx kemasyarakatan »orgamsam

o ’.'profe31 orgamsas,l pemuda lembaga pendldlkan o

o ,orgamsam keagamaan, lembaga s031a1 swa,s_talz_ dani;_»f--v

" Tpemangku kepentlngan lamnya f’:f'w‘ Lo

(3) Peran masyarakat sebagalmana d1maksud dalam ayat : o

;7'(‘1):_ dapat berupa pemlklran,v prakarsa, keahhan,;_

' »dukungan keglatan tenaga dana, barang, Jasa dan/ o

o atau fasﬂltas untuk penyelenggaraan Pembangunan‘f

Keluarga dengan prmsxp ’ non dlsermmatlf yang

'-'dxlakukan melalu1 keglatan

a. pembenan saran dan pertlmbangani dalain'. i

penyelenggaraan Pembangunan Ketahananlib o

Keluarga, o



b. vpelestanan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan
| kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan
Pembangunan Ketahanan Keluarga, :
c. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana
dalam penyelenggaraan Pernbangunan Ketahanan
Keluarga; j
d. pemberian layanan konsultasi - bagi - Keluarga
harmonis dan Keluarga rentan; dan o
e. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya
penyelenggaraan Pembangunan “Keluarga ya'hg
ditetapkan kemudian. | |
(4) Kegiatan-kegiatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dilaksanakan masyarakat dengan berkoordmam kepada

- Pemerintah Daerah. N
(5) Masyarakat mempunyau kesempatan yang seluas-
 luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan

Pembangunan Keluarga ‘

Pasal 45

(1) Penyelenggaraan pembangunan . Keluarga daﬁat
- melibatkan peran organisasi sosial kemasyarakatan
asing, dengan ketentuan harus bekerjasama atau
bermitra 'dengan masyarakat sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan
(2) Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan
| orgélnisasi‘} sosial kemasyarakatan asing dalam
penyelenggaraan Pembangunaﬁ Ketahanan Keluarga
_ harus mendapat ifekomendasi dari Pemerintah Daerah.
(3) Pemerintah  Daerah "vmelakSanakan - pengawasan
| terhadap pélaksanaan kerjaéama “atau kemitraan
masyarakét dengan orgénisasi sosial kemasyarakatan

asirig dalam penyelenggétaan Pevmbangunan Keluarga.

Pasal 46
(1) Dunia usaha wajib berperan dalam penyelenggaraan
- Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang dilaksanakan

kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.



(2) Peran. dunia usaha dalam penyelenggaraan'

(3)

(1)

(2)

(3)

Pembangunan Keluarga dapat mengacu pada bentuk

~peran rnasyarakat sebagalrnana dimaksud dalarn Pasal

44 ayat (3). . .

Pelaksanaan peran dunia usaha sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Wa_]lb berkoordmas1 dengan |
Pemermtah Daerah ' ' “ '

Pasal 47
Setiap anggota masyarakat yang karena kedudukannya
memiliki tugas dan fungsi merawat, mendxdlk, dan
membimbing anak, dapat ditunjuk sebagai wali anak.
Anggota masyarakat yang ditunjuk sebagai wali anak

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Ketua/pengurus dan/atau sebutan sejenis lainnya

pada panti asuhan, lembaga pendidikan formal,

lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga
pendidikan laihnya yang memiliki asrama atau

pemondokan pelajar,

b. kepala sekolah, pengurus sekolah guru, dan/ atau
tenaga pendldxk lainnya ‘dl tempat anak mengikuti

kegiatan belajar atau kegiatan lainnya yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal,

_informal, dan non formal; dan

. ketua/pengurus, tenagaA‘ _pengasuh; dan/atau

sebutan lainnya pada tempat penitipan anak.
Anggota masyarékat' yang ditunjuk sebagai wali anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban
membesarkan, memelihara, merawat, mendidik,
mengarahkan dan m'embirhbing' serta melakukan
perlindungan, sesuai wusia, fisik, dan psikis anak
berdasarkan norma agama, adat, sosial, dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- BABVIl
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 48

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pencatatan

dan pelaporan program Pengendalian Penduduk dan



Pembangunan Keluarga sesuai dengan sistem

~ pencatatan dan pelapofan yang telah ditetapkan

2)

Pemerintah.

Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana

~ dimaksud pada aYat (1) meliputi:

‘a pengendalian lapangan;

b klinik KB; |
¢ BKB, BKR dan BKL

d - UPPKS;

e PIKR/M;dan

f. Institusi masyarakat
'BABIX

KELEMBAGAAN

Pasal 49

(1) Un'tuk "r‘nenunjang _keberhasilén "Pengendélian_”

Penduduk, Pemerintah Daerah membentuk, menata dan -

" melakukan pemberdayaan terhadap lembaga atau

organisasi dan pengelola Kependudukan, KB dan .
Pembangunan Keluarga mulai dari tingkat kabupaten,
kecamatan, desa, rukun warga sampai dengan rukun

tetangga.

(2) Kewenangah dilaksanakan oleh peraﬁgkat Daerah yang

membidangi urusan pengendalian penduduk dan

* Pembangunan Keluarga;”}'

(3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai 'kelembagaan z

sebagaimana dimaksud"pada"ayat’ (1) diatur dengan

2 Peraturaanupati‘._ '

(1)

.~ BABX
PEMBIAYAAN
Pésal 50 |

Pembiayéan 'Pengendalian Penduduk - dan

. Per_n_banglinan Keluarga dibebankan pada Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lain yang:

sah dan tidak mengikat.



;'..._:-‘Hdengan kebutuhan dalam Pengendallan Penduduk dan

‘o _menyelenggarakan pengendalxan pcndu;luk_ ‘dan

AIokas1 anggaran d1sed1akan secara proporswnal sesua1

: Pembangunan Keluarga. '

BAB XI

L PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

';_ Bupéti o melakukan pemblnaan pengawasan dank“:'f: g
..‘pengendahan terhadap penyelenggaraan pengendahan .
‘”:'penduduk dan pembangunan Keluarga S.esu.?‘_l{_ |
kewenangan ‘ bcrdasarkan ketentuan perafu‘vfah'v
_perundang-undangan o L o ﬂ
, Pembmaan pengawasan dan pengendahan terhadap,::%‘ A
.':penyelenggaraan pengendahan penduduk da"n’:

1 Pernbangunan Keluarga sebagalmana dxmaksud pada,ﬁ"vf B

. ayat (1), dﬂaksanakan oleh Perangkat Daerah - |
Per"ngkat Daerah mengkoordmamkan pelaksanaan -
,pembmaan,. pengawasan ~dan pengendahan terkait ‘ o
: penyelenggaraan : Pembangunan Keluarga yang‘j S

" _dllaksanakan Perangkat Daerah 1nstan51 terkalt dan;j

g masyarakat ' o o

;.Bupatl - membentuk Tim'v;“" Pembina ’v‘dalarvn L

o »':Pembangunan Keluarga
Gl

Tim Pemblna Sebagalmana dlmaksud pada ayat (4), ‘

' memlhkl tugas merencanakan, mengkoordma&kan

’ 'vmengevaluaa dan melaporkan pelaksanaan keglatanl o

"'pernbmaan pengendalla penduduk pembangunan»ff

) Keluarga serta memfa3111ta81 pembentukan tenaga _: : v
'motlvator pengendahan pcnduduk dan . pembangunanf S
.Aerluarga S : ‘- R . :
Susunan keanggotaan T1m Pernbma sebagalmana .
,.‘_,_vdlmaksud pada ayat (4))» mellput1 unsur Pemermtah"._f o
o '-,V:Daerah Instan31 terka1t lembaga pendldlkan ‘dunia |

_‘ ‘usaha organlsasn keagamaan, orgamsam profem, dangv" o
T ,v,.,--"masyarakat - R

Tim Pembina sebagalmana dlmaksud ayat (4) dltetapkanif R
' ,dengan Keputusan Bupat1 DI :



Pasal 52 |
(1) Pemerlntah Daerah dapat = membentuk motivator
Pengendahan Penduduk dan Pembangunan Keluarga
B (2) Motivator Pengendalian Penduduk dan Pembangunan
* Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki
tugas mengidentifikasi, fnemberikan” niotiVasi, rriediasi,-

‘mendidik, merencanakan dan mengadvokasi.

BAB XII |

KETENTUAN PENUTUP
N | ‘ Pasal 53 _
Peraturan Daerah = ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. '

' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan ~ Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten |

Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

| padé tanggeil 6 Februari 2019

" BUPATI KARANGANYAR,

Cowd
| JULIYATMONO
Diundaﬁgkan di Karanganyar
pada tahggal 14 Februari 2019 :
Pj..SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
'SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6 /2018




L

I

~ PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2019
' TENTANG -
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

UMUM
Pengendahan ‘pertumbuhan Penduduk merupakan salah satu kunci
keberhasilan pembangunan Pertumbuhan Penduduk yang tidak terkendali

akan berdampak multidimensional, dampak_ bagi kesehatan lmgkungan,

- dampak bagi Kualitassumber daya manusia, dampak bagi kesehatan

masyarakat, maupun dampak bagi keschatan reporoduksi itu sendiri.

Bagi kesehatan lingkungan, Kependudukan akan berdampak pada makln
berkurangnya lahan produktif, berkurangnya ketersediaan air bersih, serta
pencemaran llngkungan Bagl kesehatan masyarakat jumlah Penduduk
yang tidak terkendali akan semakin beropten51 menimbulkan kermsklnan ’
yang mengaklbatkan gizi buruk, makanan yang tidak sehat, tingginya
angka kematian bayi, kematian ibu bersalln, ‘hingga rendahnya perilaku
hldup sehat. Sedangkan dampak Kependudukan terhadap kesehatan
reproduksx diantaranya adalah tidak terlindunginya hak-hak kesehatan

‘ reproduks1 dan hak-hak seksual ‘tidak terkendahnya penyebaran
HIV/AIDS, hingga tingginya KDRT, dan trafﬁckmg.. Oleh karenanya . - |

diperlukan kebijakan ‘dan dukungan kelembagaan yang kuat oleh
Pemerlntah Daerah dalam Pengendahan Penduduk dan Pembangunan
Keluarga ' )

PASAL DEMI PASAL
Pasall v

-~ Cukup Jelas
Pasal 2 o
- Yang dimaksud dengan “Asas norma agama “adalah . bahwa -

'.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus

~ dilandasi atas nilai-nilai agama yang berdasarkan pada Ketuhanan
- Yang Maha Esa. - ' R |

Yang dimaksud dengan “Asas perikemanusiaan” adalah bahwa

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga‘ harus

'~ dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan



k]

Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan
" bangsa. )
~ Yang dimaksud dengan “Asas ' keselmbangan .. adalah bahwa"
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus
- dilaksanakan antara kepentingan 1nd1v1du dan masyarakat, antara
~fisik dan mental, serta antara material dan sp1r1tual :
- Yang dimaksud “Asas keberlanjutan” adalah bahwa Perkernbangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga harus selalu berlanjut
agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.
Yang dimaksud “Asas manfaat” adalah bahwa Perkembangan |
Kependudukan ‘dan Pembangunan Keluarga harus memberikan
~manfaat ‘yang sebesar- besarnya -bagi kemanusxaan " dan
perlkehldupan yang sehat bagi setiap warga negara.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4 ,
v Cukup Jelas
Pasal 5
. Huruf a
) Cukup Jelas
‘Huruf b -
Yang dimaksud dengan‘“kebutuhah dasar” r'nelip}uti kebutuhan
~ sandang, pangan, tempat tiriggal,» pendidikan, kesehatan dan
pekerjaan serta rasa aman. ‘ | :
Huruf ¢ ‘
Cukup jelas.
. Huruf d ‘
~ Cukup Jelas.- :
- Hurufe
. Cukup Jelas.
‘Huruf f
- Cukup jelas.
Huruf g |
~ Cukup jelas.
Huruf h
- Cukup jelas.
Hurufi -
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.



L]

Pasal 6

Pasal 11

" Hurufk

Cukup Jelas.

" Hurufl

- Cukup jelas.
Huruf m |
Cukup Jelas.

" Hurufn

: Cukup Jelas.

| Hurufo -

Cukup _]elas.

‘Hurufp

Cukup jelas.

- .FHu&rufq

-~ Cukup jelas.
Huruf r
- Cukup Jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.

‘Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup JeIas.

" Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup _]elas.

Pasal 15

Cukup _]elas. '



i ’."’vPasal 16 ERT

":}t"»:Pasal 19
’Pasal 20
| J‘.Pasal 21

. S{‘"_‘_»Pasal 22

o ',v‘}”Pasal 23

' : CukupJelas;_ R
Pasal 17 .
- Cukupjelas.'
| Pasal 18
Cukup Jelas.fff

CUkuPJelas” ST
Cukﬁp ;;elas."‘_} o -
Cukup jelas,i -

Ayat ‘(1) .-
Cukupjelas

' Ayat (2)

Hurufa = ’

' 3 Yang chmaksud dengan peﬁéehdzaliah kelahiran” 'adalah
~ agar pertambahan Penduduk tldak meleblhl kapasnas
: produk51 yang tersedla sehmgga pemenuhan kebutuhan
S dapat selmbang dengan daya dukung hngkungan ’
Hurufb T
RN Cukup Jelas
S Huruf c
» Cukup Jelas
Ayat (3) ' S
Cukup _]elas
AwatHJ I
Cukupjelas ST

X Cukup _]elas

e 5; Pasal 24

Ayat (1)
' Cukup Jelas.‘. =
Ayat @) B
..v,' Cukupjda&f«.f4,‘
Ayat (3)

a agar status kesehatan men_]adl semakm menmgkat R

Yang dlmaksud dengan upaya Promotli” adalah pemngkatan ) -



Yang dlmaksud dengan upaya Preventlf” adalah upaya‘
mencegah jangan sampai terkena penyaklt atau menjaga
orang yang sehat agar tetap sehat. '

Yang dimaksud dengan “upaya Kuratli” adalah proses

penycmbuhan sescorang dari keadaan sakit secara fisik dan |

psikis. _ A v
Yang dimaksud dengan “upaya Rehabilitatif’ adalah proses
'menjaga agar seseorang yang sudah sembuh kernbah bugar
: o sepertl semula. ‘
Pasal 25 |
‘ Cukup Jelas |
Pasal 26
 Avat(1) | | o |
Yang dimaksud dengan ”mobilitas Penduduk” adalah gerak
‘keruangan Penduduk dengan “melewati ‘batas wilayah
" administrasi pemerintahan. . | | '
Ayat (2) -
- Cukup jelas.
. Ayat (3) -
v ~ Cukup jelas.
Pasal27
Cukup jelas.
Pasal 28
- Cukup Jelas o
 Pasal 29 N
: Cukup jelas.
- Pasal 30- ‘
o Cukup jelas.
' Pasal 3t -
. Cukup Jelas.
 Pasal 32 |
Cvukup}jelas.
Pasal 33 |
Cukup jelas.ﬂ,.
Pasal 34 N
| Cukup Jelas.'
. Pasal 35
o Cukup Jelas;'
f Pasal 36
| Cukup Jelas



Pasal 37
| Cukup jelas. |
Pasal 38 _

~ Cukup jelas.

- Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
- Cukup jelas.
Pasal 42 o

Cukup jelas.
Pasal 43 |

Cukup jelaé.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelaS.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52 o
Cukup jelas.
Pasal 53

Cukup jelas.
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